Badan Pemeriksa Keuangan Temukan Potensi Kehilangan Pendapatan Asli
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Senilai Rp 60 M
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https://indoposco.id/nusantara/2025/05/27/bpk-temukan-potensi-kehilangan-pad-pemprov-kalsel-senilai-
rp-60-m

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (BPK
Kalsel) menemukan potensi kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalsel senilai Rp60 miliar setelah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) 2024.

“Selain masalah penganggaran yang perlu dibenahi sedikit, ada potensi
kehilangan pendapatan dari PT. Bangun Banua Kalsel. Perusahaan ini mempunyai
kewajiban atas penerimaan dividen dari PT Ambapers yang harusnya beberapa persen
masuk ke kas daerah Provinsi Kalsel,” ujar Kepala BPK Perwakilan Kalsel Andriyanto
usai menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan daerah 13 kabupaten/kota se-Kalsel di
Banjarbaru, Senin.

Ia mengungkapkan bahwa selama ini masih dikelola oleh PT Bangun Banua
Kalsel, dan belum menyetor ke kas daerah Provinsi Kalsel sebagai PAD.

“Dalam pemeriksaan keuangan daerah Pemprov Kalsel dan 13 kabupaten/kota,
salah satu hal penting yang kami rekomendasikan dan sampaikan kepada Bapak Gubernur
Kalsel agar menginstruksikan Kepala Biro Perekonomian melakukan hal itu bersama
perusahaan tersebut. Ini poin penting terkait PAD dalam pemeriksaan keuangan 2024,”

katanya.
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Andriyanto menjelaskan kisaran Rp60 miliar ini masih potensi serta belum ada
hitungan tepatnya karena belum ada kesepakatan bersama antara pihak perusahaan
dengan Pemprov Kalsel.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan hal tersebut untuk segera dilakukan
pembahasan lebih lanjut bersama pihak perusahaan sehingga tidak ada potensi kehilangan
PAD yang diperkirakan mencapai Rp60 miliar per tahun tersebut.

Dalam pemeriksaan laporan keuangan daerah 2024, BPK memberikan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemprov Kalsel dan 13 kabupaten/Kota,
namun ada perbaikan yang secara umum ditemukan, yakni terkait pengelolaan kesalahan
anggaran.

“Hasil pemeriksaan kami, tidak ada masalah yang signifikan baik di provinsi
maupun di 13 kabupaten/kota. Seluruhnya masih bisa mempertahankan opini WTP,” jelas
Andriyanto.
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Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN
dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD
sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.
Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan
desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana
keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan
salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai

pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada
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masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan

bersama.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-
Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

2. Retribusi Jasa Usaha

3. Retribusi Perizinan Tertentu

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pajak Daerah adalah uran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah
tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :
1. Pajak Provinsi, terdiri atas:

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

d. Pajak Air Permukaan; dan

e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan

d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan

g. Pajak Parkir

h. Pajak Air Tanah

1. Pajak Sarang Burung Walet

J- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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